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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang diantaranya mengatur tentang jabatan pada Rumah
Sakit Daerah dan tata kerja antara Rumah Sakit Daerah dan
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
jabatan dan tata kerja Rumah Sakit Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Siak,

b.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun
2019 Nomor 10),



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIAK NOMOR 180 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 180)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D merupakan unit organisasi bersifat
khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian.

(2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Kabupaten Siak dipimpin oleh
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Kabupaten Siak dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah serta bidang kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

(1) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D mempunyai tugas
memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan
kegiatan dibidang Pelayanan kesehatan Perorangan.

(2) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier,

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan,
Pelaksanaan administrasi rumah sakit:
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
menyusun rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
menandatangani surat perintah membayar,

. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya,
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j. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan
keuangan, dan

k. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 18

Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang
milik Daerah.
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
direktur rumah sakit daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa
pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an dapat secara langsung
menyampaikan Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan
anggarannya kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota
melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang
merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan melalui ketentuan:
a. direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan
pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

c. direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai
di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 19

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
atas Usulan Direktur melalui Sekretaris Dacrah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

5.

(1)

Pasal 20

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Kabupaten Siak merupakan
jabatan eselon III.b atau jabatan administrator yang dijabat oleh Dokter atau
Dokter Gigi.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau
Jabatan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

tetapkan di Siak Sri Indrapura
ada tanggal '8 Februari 20203

SIAK

ALFED

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal '8 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

NYA 1
Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003
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